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Abstract
As the law states, Indonesia  provide the protection of the rights for of all people without 
the discrimination. By the basis of the mandate of the Preamble to the Constitution of 1945 
that “a just and civilized humanity,” the Indonesian state guarantees of a society that is fair. 
Political rights granted by the country with regard to discrimination is legal protection by the 
state against women’s political rights. By participating in the convention and recognized in 
the form of Law Number 7 Year of 1984 on Ratification of the Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women, an attempt by the state to remove the 
problems in realizing the equality of women and men. Therefore  the  problem  that  can 
formulated are: 1) how the legal protection of women’s political rights in Indonesia? 2) 
how the implementation of Law Number 7 Year of 1984 on Ratification of the Convention on 
the Eliminationof All Forms of Discrimination Against Women Related Political Rights of 
Women?. The purpose of this study was to examine the legal protection by the state against 
the ful fillment of women’s political rights in Indonesia and the implementation of protection 
of women’s political rights pursuant of Law Number7 Year of 1984.
This research is a normative law. The technique used in this research is to use the concept 
approach and statutory approach to reviewing the legislations and legal literatures.
Rights protection as a form of justice for each person more specifically regulated in Law 
about Human Rights. Protection of the rights granted to women by the state including the 
protection of the political field regulated in some provisions of other legislation. By removing 
discrimination against women in it’s implementation still look at the culture and customs 
which is certainly not easy to do and the state is obliged to realize the objectives of the 
convention.
Keywords: Responsibility of States, CEDAW, Legal Protection, Women’s Political Rights
1 Mahassw Magster Ilmu Hukum Unverstas Udayana, 
Denpasar, Bal, Alamat: Jalan Waturenggong No.16, 
Email: yofin_d@yahoo.com
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pergerakan perempuan Indonesa 
dewasa n tdak dapat dpandang sebelah 
mata. D berbaga sektor pekerjaan, 
salah satunya adalah sektor poltk peran 
perempuan mula nampak dan besar 
pengaruhnya terhadap perubahan dan 
pembangunan negara. Bangktnya peran 
perempuan d bdang poltk adalah salah 
satunya adalah mantan Presden Republk 
Indonesa yang seorang perempuan. Tdak 
hanya sampa d stu, peran perempuan d 
bdang poltk terbukt dengan terplhnya 
salah satu srkand Indonesa sebaga menter 
keuangan terbak Asa  dan kemudan bekerja 
sebaga drektur pelaksana bank duna. 
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Berbcara mengena perempuan dan 
poltk d negara yang kuat akan pengaruh 
budayanya tdak akan pernah habs. Poltk 
menurut Wjaksana adalah salah  satu  meda 
yang  dapat  mendukung  perempuan  untuk 
menyampakan  semua kekhawatrannya.2 
Bag perempuan sangat tdak mudah untuk 
mencapa poss pentng dalam bdang 
poltk. Mash ada halangan bag perempuan 
untuk memperoleh tempat dalam peta 
kekuatan duna poltk d Indonesa, sepert 
masuk ke dalam Dewan Perwaklan Rakyat 
Daerah atau dewan d tngkat pusat, juga 
Majels Permusyawaratan Rakyat mash 
adanya pengaruh stereotype yang buruk serta 
dskrmnas kepadawanta ketka da sebaga 
seorang pemmpn3 Pergerakan perempuan 
pertama kal terjad pada tahun 1928 d mana 
tercetus sebuah Kongres Perempuan Pertama 
d Indonesa4 Dar dua contoh kecl tersebut, 
peran perempuan dalam bdang poltk 
tentu harus dmbang dengan perlndungan 
hak poltk perempuan. Sebaga negara 
hukum, sepert yang tersrat dar Pasal 
1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 (selanjutnya dsebut UUD‘45)  dapat 
drumuskan bahwa Indonesa menjadkan 
hukum sebaga dasar berpkr dan bertndak 
dalam kehdupan masyarakat, begtu juga 
d bdang pemerntahan. Dar dasar tu, 
bentuk perlndungan hukum oleh negara 
dwujudkan dengan menerbtkan undang-
undang yang menjamn kepastan hukum. 
Dalam katannya dengan tanggungjawab 
negara dalam menjamn kepastan hukum 
terhadap warga negaranya terkat dengan 
perlndungan hak asas manusa, negara 
sesua dengan amanat Pembukaan UUD 
1945 yatu “kemanusaan yang adl dan 
beradab”, maka bentuk keadlan dalam hal 
dskrmnas yang terjad dengan melakukan 
pembedaan pada jens kelamn adalah 
merupakan bentuk pelanggaran hukum.
Perlndungan hak asas manusa dalam 
hal dskrmnas tersrat dalam ketentuan 
Pasal 28I angka 2, yatu bahwa setap 
ndvdu terbebas dar perbuatan orang 
lan yang dskrmnatf atas alasan apapun. 
Lebh lanjut negara memberkan jamnan 
perlndungan hak asas manusa melalu 
suatu peraturan perundang-undangan khusus 
sehngga dterbtkan Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusa 
(selanjutnya dsebut UU No.39/1999).
Perlndungan hak asas manusa 
dmaksudkan untuk menjamn keberadaan 
harkat dan martabat warga negara. Undang-
Undang No.39/1999 menjamn perlndungan 
terhadap hak kodrat yang melekat pada 
dr manusa, yang bersfat umum dan 
kekal, sehngga pentng untuk mendapat 
perlndungan, penghormatan, yang harus 
dpertahankan, dan tdak boleh mendapat 
pengabaan, dkurangkan, atau drebut oleh 
phak manapun.
Memberkan perlndungan hukum 
atas hak asas manusa yang adl berart 
juga menghlangkan dskrmnas yang ada 
d masyarakat.  Menurut ketentuan Pasal 
2 Fajar Apran, Keterwakilan Perempuan Dalam 
Kancah Politik http://portal.fisip.unmul.ac.id/site/
wpcontent/uploads/2013/06/PRMPUAN_DLM_
POLITIK%20%2806-10-13-08-28-05%29.pdf, 
dakses tanggal 9 Jul 2015
3 Jurnal Perempuan Nomor 79, 2013, Kepemimpinan 
Perempuan dan Pemilu 2014, http://www.
jurnalperempuan.org/undangan-menuls-jp-79.html, 
dakses tanggal 9 Jul 2015
4 Susan Blackburn, 2007, Kongres Perempuan Pertama, 
Obor Indonesa, Jakarta, hlm.v
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1 angka 3 UU No.39/1999 dskrmnas 
adalah setap tndakan yang membatas, 
melecehkan, atau menguclkan sekalpun 
yang terjad langsung maupun tdak langsung 
yang ddasarkan pada pembedaan terhadap 
manusa berdasarkan kepercayaan, suku, 
etnk, ras, status sosal dan ekonom, jens 
kelamn, bahasa, keyaknan akan poltk. 
Selan tu menurut ketentuan Pasal 1 UU 
No.7/1984 dskrmnas terhadap wanta 
adalah setap pengecualan, perbedaan 
atau pembatasan yang dbuat atas dasar 
jens kelamn yang mempunya pengaruh 
atau bertujuan merusak atau menadakan 
pengakuan, kenyamanan, atau pelaksanaan 
pada wanta, tanpa memandang status 
perkawnannya, dasar persamaan pra dan 
wanta, hak-hak asas manusa dan kebebasan 
hakk dalam bdang poltk, ekonom, sosal, 
budaya, spl atau bdang lannya.
Masalah dskrmnas terhadap 
perempuan bukan rahasa umum lag d 
Indonesa. Perlndungan hukum oleh negara 
terhadap hak poltk khususnya bag kaum 
perempuan mash jauh panggang dar ap. 
Artnya bahwa kepastan hukum yang 
djamnkan oleh negara lewat peraturan 
perundang-undangan sejak dsetuju 
Konvens Pengahapusan Segala Bentuk 
Dskrmnas Terhadap Wanta Tahun 1984 
sampa saat n dapat dkatakan belum 
berhasl dwujudkan.
Konds Negara Indonesa yang 
hdup berdampngan dengan budaya dan 
adat stadat yang kuat menjad salah satu 
alasan tertnggalnya perempuan dalam 
bdang poltk. Pendapat yang mengatakan 
bahwa “setngg apapun penddkan yang 
dtempuh, perempuan tetap akan kembal 
ke dapur”, sepert menmbulkan awan htam 
yang membungkus semangat negara dalam 
memberkan kesempatan bag perempuan 
untuk bergerak d bdang poltk.
Dar pemaparan tersebut maka Penuls 
tertark untuk membahas “Perlindungan 
Hukum Atas Hak Politik Perempuan 
Oleh Negara”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagamana perlndungan hukum atas 
hak poltk perempuan d Indonesa?
2. Bagamana peran Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvens Mengena 
Penghapusan Segala Bentuk 
Dskrmnas Terhadap Wanta Terkat 
Hak Poltk Perempuan?
C. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan dar adanya 
peneltan n adalah untuk mengkaj 
perlndungan hukum oleh negara terhadap 
pemenuhan hak poltk perempuan d 
Indonesa sedangkan secara khusus 
peneltan n dmaksudkan untuk mengkaj 
pelaksanaan perlndungan hak poltk kaum 
perempuan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1984.
II. Metode Penelitian
Peneltan n merupakan peneltan 
hukum yang normatf. Metode yang dpaka 
adalah dengan memaka pendekatan konsep 
dan pendekatan perundang-undangan dengan 
mengkaj bahan hukum prmer (peraturan 
hukum) dan bahan-bahan hukum lan (buku 
dan jurnal).
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Atas Hak 
Politik Perempuan Di Indonesia
Sebelum berbcara mengena 
perlndungan negara terhadap hak poltk 
perempuan d Indonesa ada baknya terlebh 
dahulu melhat perlndungan negara terhadap 
hak asas manusa. Pada ketentuan rumusan 
Pasal 28A UUD’45 dtentukan bahwa negara 
memberkan perlndungan hak kepada 
setap orang untuk hdup dan berhak untuk 
mempertahankan kehdupannya. 
Hak untuk hdup merupakan hak 
yang dperoleh secara hakk dar Sang 
Pencpta dan negara berkewajban untuk 
memberkan jamnan atas hak tersebut agar 
tdak dhlangkan, dkurang atau drampas 
oleh sapapun termasuk oleh negara sendr. 
Dar hal tersebut dapat dgambarkan bahwa 
hak telah lebh jauh hdup jauh sebelum 
lahrnya negara beserta tatanan hukum yang 
dbentuknya.5
Hak-hak yang dberkan kepada 
setap orang oleh Undang-Undang Dasar 
adalah tdak adanya dskrmnas dan 
berhak mendapat perlndungan dar 
pelakuan dskrmnatf. Pemenuhan atas 
perlndungan, dan penegakan atas hak asas 
manusa merupakan tanggungjawab negara 
sebagamana tertuang dalam Pasal 28I ayat 4 
UUD’45. Dapat dsmpulkan bahwa bentuk 
dskrmnas berdasarkan jens kelamn 
merupakan bentuk pelanggaran hukum.
Terkat hak poltk yang dberkan oleh 
negara kepada warga negara tersrat dalam 
Pasal 28 UUD’45 bahwa negara memberkan 
kemerdekaan untuk mengeluarkan apa yang 
menjad de dalam bentuk lsan maupun 
tulsan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 
28D ayat 3 UUD’45 dnyatakan bahwa 
negara memberkan hak kepada setap warga 
negara untuk mendapatkan peluang yang 
sama pada bdang pemerntahan. 
Dar rumusan kedua pasal tersebut 
dapat dsmpulkan bahwa negara menjamn 
hak setap warga negaranya untuk dapat turut 
serta dalam pemerntahan, menyampakan apa 
yang menjad denya dem kemajuan negara 
atau kelancaran pemerntahan sehngga hak 
poltk merupakan hak yang dapat dmlk 
oleh lak-lak maupun perempuan.
Sesua dengan penjabaran aturan 
dalam UUD’45, negara juga memberkan 
perlndungan kepada perempuan d 
Indonesa dalam hal hak poltk. Melalu UU 
NO.39/1999 negara lebh khusus mengatur 
hak asas manusa yang juga menetapkan 
hak poltk bag kaum perempuan. Dalam 
ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No.39/1999 
tersrat setap ndvdu berhak memperoleh 
perlndungan hak asas manusanyaserta 
kebebasan dasar mlknya sebaga manusa, 
tanpa adanya dskrmnas. Ketentuan lan 
dalam undang-undang yang sama yang juga 
memberkan perlndungan hak poltk bag 
perempuan adalah dalam ketentuan Pasal 
23 ayat (1) yang menegaskan bahwa “setap 
orang bebas untuk memlh dan mempunya 
keyaknan poltknya”. Ketentuan demkan 
menguatkan dasar hukum dan perlndungan 
hukum atas hak poltk bag perempuan, 
artnya tdak ada dskrmnas dalam bdang 
poltk.
5 Hans Kelsen, 2013, Teori Umum tentang Hukum dan 
Negara, cet, VIII, terjemahan Rasul Muttaqen, Nusa 
Meda, Bandung, hlm.115
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Perlndungan hukum hak poltk oleh 
negara juga dlakukan melalu peraturan 
perundang-undangan lan yatu Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Parta Poltk (selanjutnya dsebut UU 
No.2/2008). Dalam ketentuan Pasal 2 ayat 
(2) UU tersebut dtentukan bahwa, negara 
memberkan perlndungan hak poltk dengan 
memberkan kesempatan bag warga negara 
untuk membentuk parta poltk. Khusus bag 
hak poltk keterwaklan perempuan dalam 
parta poltk dberkan kuota 30% (tga 
puluh perseratus). Kuota 30% yang dberkan 
negara terhadap perempuan dalam poltk 
menunjukkan kemajuan perlndungan hukum 
oleh negara dbandngkan sebelumnya, 
namun dengan 30% bukan merupakan 
keadlan atau bentuk penegakan hukum 
oleh negara terhadap hak setap orang dalam 
menyampakan denya dem pembangunan 
negara. Bukan suatu alasan mengatakan 
bahwa 30% adalah untuk menghndar 
parta poltk mencar keuntungan dengan 
memasukan kualtas kader perempuan 
yang abal-abal. Dalam Pasal 2 ayat (5) UU 
No.2/2008 merumuskan ketentuan bahwa 
dalam susunan kepengurusan suatu Parpol 
pada tngkat pusat sepert yang datur pada 
ayat (3) harus menyertakan palng rendah 
30% (tga puluh persen) wakl dar kaum 
perempuan. UU No.2/2008 memberkan 
peluang kekutsertaan perempuan dengan 
palng rendah 30% dapat dpaham bahwa 
rumusan pasal n mash memberkan peluang 
bag perempuan dalam kepengurusan parta. 
Dar rumusan kedua pasal tersebut negara 
memberkan langkah khusus dalam upaya 
penghapusan kendala dalam mewujudkan 
prnsp kesetaraan perempuan dengan lak-
lak dalam bdang poltk agar secara de jure 
hak poltk perempuan mempunya dasar 
yang kuat.
Perlndungan hukum lan yang 
dlakukan oleh negara terhadap pemenuhan 
hak poltk bag perempuan adalah dengan 
menerbtkan Undang-Undang Nomor  68 
Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvens 
Hak Poltk Kaum Wanta (selajutnya 
dsebut UU No.68/1958). Perlndungan 
hukum lannya terkat dengan hak poltk 
perempuan tanpa dskrmnas adalah dengan 
melalu pengesahan Konvens Penghapusan 
Dskrmnas terhadap Kaum Perempuan 
lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1984 yang mengatur tentang Pengesahan 
Konvens Mengena Penghapusan Segala 
Bentuk  Dskrmnas Terhadap Wanta 
(selanjutnya dsebut UU No.7/1984).
Dalam ketentuan Pasal 1 UU 
No.68/1958 dsebutkan bahwa wanta 
memlk hak untuk memlh dalam semua 
pemlhan atas dasar yang sama dengan pra, 
tanpa ada dskrmnas, selanjutnya dalam 
ketentuan Pasal 3 dalam undang-undang 
yang sama dsebutkan bahwa “wanta 
mempunya hak untuk duduk dalam jabatan 
pemerntahan dan melaksanakan semua 
fungs pemerntahan, tanpa dskrmnas apa 
pun, sesua dengan perundaang-undangan 
nasonal”.
Perlndungan hak poltk juga datur 
dalam Konvens yang telah dsetuju negara 
Indonesa melalu UU No.7/1984. Dalam 
ketentuan Pasal 7 UU No.7/1984 datur 
bahwa: 
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Semua negara yang setuju dalam 
konvens wajb melakukan segala tndakan 
yang tepat agar dhapuskannya bentuk 
dskrmnas kepada kaum wanta dalam 
bdang poltk dan publk negara serta 
dkhususkan wajb menjamn untuk kaum 
perempuan, setara dengan pra, hak-hak: 
(a) Untuk menyalurkan suara dalam semua 
pemlu dan referendum dan untuk 
dapat dplh dalam pemlhan,,,; 
(b) Untuk turut masuk dalam merumuskan 
kebjakan pemerntah dan penerapannya 
dan untuk memegang jabatan publk 
dan melaksanakan segala fungs publk 
pada semua tngkatan pemerntahan; 
(c) Untuk turut dalam organsas bak 
tu non-pemerntah dan asosas yang 
berkatan dengan kehdupan publk 
dan poltk negara.
Dar penjabaran peraturan perundang-
undangan terkat perlndungan hukum oleh 
negara terhadap hak poltk bag perempuan d 
Indonesa yang menjad dasar bag perempuan 
untuk dapat menunjukan tarngnya d bdang 
poltk yang tentu saja dmaksudkan untuk 
pembangunan dan pemerntahan negara 
Indonesa serta kewajban negara termasuk 
ekskutf, legslatf dan seluruh masyarakat 
untuk melndung dan menegakkan hak 
perempuan. Setap hak yang dberkan oleh 
negara perlu dmbang dengan kesadaran 
akan kewajban dar semua elemen yang 
menjad sasaran dar aturan tersebut 
dbentuk.
2. Peranan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1984 Terkait Hak Politik 
Perempuan
Dsetujunya CEDAW (Convention 
On The Elimination Of All Forms Of 
Discrimination Against Women - Konvens 
Mengena Penghapusan Segala Bentuk 
Dskrmnas Terhadap Wanta) oleh 
Pemerntah Negara Indonesa ddasarkan 
pada pertmbangan bahwa ketentuan yang 
datur dalam konvens  tersebut pada dasarnya 
selaras dengan Pancasla serta UUD 1945.
Salah satu tantangan besar yang 
dhadapkan pada perempuan dalam poltk 
adalah pada sstem dan struktur poltk 
yang bas dan bersfat dskrmnas d dalam 
praktek pemlhan umum.  Pentngnya 
menghlangkan dskrmnas terhadap 
perempuan dan member peluang dalam 
duna poltk menjadkan keberadaan 
perempuan sebaga wakl suara dar masalah 
kekerasan, perdagangan maupun pelecehan 
terhadap perempuan dan anak. 
Bentuk perlndungan hukum 
yang dlakukan negara sepert mencoba 
mematahkan pandangan bahwa hukum 
dbangun dan dkonstrukskan berdasarkan 
logka serta kekuasaan lak-lak dengan 
mengabakan perempuan6. Negara 
melalu UU No.7/1984 telah memberkan 
perlndungan hukum kepada hak poltk 
perempuan. Namun sayangnya, apa yang 
menjad penjelasan dalam ketentuan umum 
UU tersebut justru melemahkan pelaksanaan 
Konvens Wanta d Indonesa. Dalam 
6 Bernard L.Tanya dkk, 2013, Teori Hukum – Srategi 
Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta 
Publshng, Yogyakarta, hlm.161-162
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penjelasan UU No.7/1984 dnyatakan bahwa 
dalam melaksanakan ketentuan dalam 
Konvens n wajb menyesuakan dengan 
tata  kehdupan  dalam masyarakat  yang 
melput  nilai-nilai  budaya,  adat  istiadat 
(gars bawah oleh Penuls).
Persoalan d masyarakat yang telah 
terbentuk lama oleh lngkungan atau 
budaya masng-masng yang menguatkan 
pendapat bahwa poss wanta hanya 
seputar lngkungan domestk yang berksar 
pada urusan rumah tangga, sedangkan 
urusan poltk adalah suatu bdang yang 
selalu dkatkan dengan lak-lak.7 Dar hal 
tersebut apabla dkatkan dengan konds 
negara Indonesa yang hdup dalam budaya 
patrakh dmana poss perempuan lemah 
dbandngkan lak-lak sehngga pandangan 
bahwa hukum mash dem kepentngan 
kaum lak-lak sebagamana paham Feminist 
Legal Theory dkatkan dengan pelaksanaan 
CEDAW adalah belum menunjukkan 
keberphaknnya terhadap perempuan.
Dem mewujudkan apa yang menjad 
tujuan dar dsetuju konvens, perlu 
snergtas kerja antar semua elemen dalam 
pelaksanaannya. Persetujuan penghapusan 
dskrmnas terhadap perempuan termasuk 
d dalamnya terkat hak poltk serta 
terbukanya kesempatan 30% perempuan 
dalam pemlu memberkan harapan bag 
kaum perempuan yang sangat concern 
terhadap kaum perempuan. Namun yang 
menjad catatan pelaksanaan kuota 30% 
yang dtentukan oleh UU No.2/2008 sebaga 
salah satu bentuk dukungan penghapusan 
dskrmnas pentng untuk memberkan 
sanksi afirmative bagi partai peserta pemilu 
yang tdak menyedakan kuota 30% bag 
perempuan sehngga dapat menstmulus 
parta untuk menngkatkan knerja dalam 
membentuk perempuan-perempuan yang 
mempunya potens d bdang poltk. 
Berdasarkan laporan IPU (Inter-
Parliamentary Union) keterwaklan 
perempuan d DPR berdasarkan hasl pemlu 
lma tahun terakhr haslnya bahwa pada 
pemlu tahun 1992 dan 1997 keterwaklan 
perempuan berksar antara 11-12 % dar 
total 500 peserta, pada pemlu tahun 1999 
keterwaklan perempuan d dewan mengalam 
penurunan presentase sampa 8%. Baru pada 
pemlu tahun 2004 presentase perempuan 
yang ada d dewan nak menjad 11% dan 
menngkat lag d tahun 2009 menjad 18%.8 
Sayangnya presentase pada Pemlu tahun 
2014 penurunan terjad dengan hasl hanya 
14 persen atau sektar 79 orang perempuan 
yang terplh d DPR.9
Perempuan memerlukan dukungan 
dar masyarakat khususnya parta poltk 
dengan memberkan penddkan poltk dan 
kesempatan berpoltk yang sama dengan 
lak-lak sehngga dapat mempersapkan 
perempuan dengan kualtas poltk yang 
7 Youngky A. Pratama dkk, Hak-Hak Politik 
Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Dalam 
Menghadapi Pemilu 2014 Di Indonesia Ditinjau Dari 
Konsep HAM, http://repostory.unej.ac.d/btstream/
handle/123456789/58923/Youngky%20Andre.
pdf?sequence=1, dakses tanggal 9 Jul 2015
8 Jumlah Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu, 
2014, http://www.gajmu.com/man/tps-karr/
Tentang-wanta/jumlah-keterwaklan-perempuan-
dalam-pemlu-2014, dakses tanggal 9 Jul 2015
9 Hasl rset tm PUSKAPOL UI dpaparkan oleh 
Drga Ardhansyah pada semnar mengena Analss 
Perolehan Suara Dalam Pemlu 2014 dengan tema 
“Oligarki Politik Dibalik Keterpilihan Caleg 
Perempuan”, dakses tanggal 9 Jul 2015
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bak karena wanta modern pada dewasa n 
senantasa harus memperluas pengetahuannya 
d segala bdang, termasuk bdang poltk 
sebaga wujud pembangunan terhadap 
perjalanan poltk negara Indonesa. Parta 
poltk peserta pemlu bertanggung jawab 
atas kekutsertaan kader perempuannya 
agar dapat memberkan kesempatan yang 
besar untuk masuk sebaga calon legslatf 
sehngga memastkan menguatnya potens 
keterplhan caleg perempuan dar tngkat 
pusat hngga kabupaten/kota. Kebjakan 
dalam nternal sebuah parta dalam 
menentukan jumlah kurs menjad sebuah 
aspek yang terus dkaj apakah penngkatan 
kekutsertaan perempuan memang program 
serus dar komtmen dalam parta, atau hanya 
sekedar untuk memenuh syarat admnstras 
sebaga pemenuhan kuota 30 persen wakl 
dar kaum wanta sebagamana yang telah 
dtentukan dalamUU.2/2008.10 Negara 
sebaga penjamn perlndungan hak dengan 
mengaku ketmpangan antar pra dan wanta 
wajb menyampakan akuntabltas berkatan 
dengan pelaksanaan tugas tersebut.11
Mewujudkan kesetaraan antara wanta 
dan pra yang dnla mendomnas dalam 
masyarakat memang sult karena perlu 
kesadaran dar setap ndvdu serta dar 
lngkungan sektar.12
IV. PENUTUP
1. Simpulan
Dar  keseluruhan  pemaparan d atas 
maka  dapat  dsmpulkan bahwa:
1. Negara telah memberkan perlndungan 
terhadap hak poltk perempuan melalu 
peraturan perundang-undangan yatu 
Undang-Undang Dasar sebaga acuan 
dasar. Selan tu perlndungan terhadap 
perempuan dalam katannya dengan 
hak poltk termuat pada Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asas Manusa, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Parta Poltk, Undang-Undang Nomor 
68 Tahun 1958 tentang Persetujuan 
Konvens Hak-Hak Poltk Kaum 
Wanta, Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvens Mengena Penghapusan 
Segala Bentuk Dskrmnas Terhadap 
Wanta.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1984 terkat hak dalam poltk 
bag perempuan walaupun merupakan 
bentuk nat  Indonesa  untuk  turut 
ambl bagan  dalam  upaya duna 
nternasonal  untuk menghapus segala 
bentuk dskrmnas yang dtujukan 
bag 1. kaum wanta namun mash 
10 Menurunnya Jumlah Keterwakilan Perempuan di 
Parlemen, 2014, http://www.jurnalperempuan.org/
menurunnya-jumlah-keterwaklan-perempuan-d-
parlemen.html. Menurunnya Jumlah Keterwakilan 
Perempuan di Parlemen, 2014, http://www.
jurnalperempuan/org. menurunnya-jumlah-
keterwaklan-perempuan-d-parlemen.html. dakses 
tanggal 9 Jul 2015.
11 L.M. Gandh-Lapan, 2007, “Pembaruan Hukum yang 
Damanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 
tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Dskrmnas Terhadap Wanta 
(Konvens Wanta)” dalam Ache Sudart Luhulma 
(ed); Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU 
No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Wanita, Obor Indonesa IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 
hlm.25.
12 Ignatus L.M. Utama, 2008, “Pergumulan untuk 
Mewujudkan Kesetaraan Antara Perempuan dan 
Lak-Lak D Dalam dan Oleh Gereja Katolk” dalam 
Sulstyowat Iranto (ed); Perempuan & Hukum, Obor 
Indonesa IKAPI DKI Jaya, Jakarta, hlm.202
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terkendala dengan budaya patrak 
yang ada d Indonesa d mana lak-lak 
dnla lebh mempunya kekuasaaan 
terhadap perempuan.
2. Saran
Negara perlu merumuskan substans 
perlndungan hukum atas hak poltk 
perempuan yang konssten dengan 
pelaksanaannya d masyarakat. Penegakan 
hak asas manusa khususnya dalam hal 
penegakan hak poltk perempuan harus 
memberkan nla keadlan bag perempuan. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan dar 
pasal-pasal yang mengatur hak poltk 
perempuan merupakan hal yang pentng 
serta pengenaan sanksi afirmative bagi partai 
peserta pemlu yang tdak menyedakan 
kuota 30% bag perempuan sesua ketentuan 
undang-undang.
Diskriminasi Terhadap Wanita, Obor 
Indonesa IKAPI DKI Jaya, Jakarta
Kelsen, Hans, 2013, Teori Umum tentang 
Hukum dan Negara, cet, VIII, 
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